
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
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Formulir
RKA-BELANJA
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Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan  : 9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN

Bidang Urusan  : 9.03 KEKHUSUSAN PAPUA BARAT

Unit Organisasi  : 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Unit Organisasi  : - 

Program  : 9.03.02 PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT

Kegiatan  : 9.03.02.4.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Sub Kegiatan  : 9.03.02.4.02.0012 Peningkatan Kapasitas MRP

SPM  : -

Jenis Layanan  : -

Sumber Pendanaan  : Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan

Lokasi  : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran  : Provinsi Papua Barat

Alokasi 2024  : Rp. 0,00

Alokasi 2025  : Rp. 700.296.000,00

Alokasi 2026  : Rp. 4.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Rekomendasi pertimbangan dan saran yang tereaalisasi dalam kebijakan pembangunan
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan MRP

100 persen
ada ada

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 700.296.000,00

Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP 33 Orang

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan  : 9.03.02.4.02.0012 Peningkatan Kapasitas MRP

Sumber Pendanaan  : Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan

Lokasi  : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan  : Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Keterangan  : 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp.
700.296.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp.
700.296.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
700.296.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
390.000.000,00

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.
390.000.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp.
390.000.000,00



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Biaya Kontribusi Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota MRPB
        Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan

Rp.
390.000.000,00

[ - ] 26 Orang x 1 Kegiatan Rp.
390.000.000,00

Kontribusi Peserta Pelatihan/Bimtek
        Spesifikasi : Kontribusi Peserta
Bimtek/Pelatihan Lainnya 

26 Orang 15.000.000,00 0 % Rp.
390.000.000,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp.
310.296.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.
310.296.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.
310.296.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Anggota MRPB
        Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan

Rp.
310.296.000,00

[ - ] 33 Orang x 1 Kegiatan Rp.
214.896.000,00

Transportrasi Udara Perjalanan Dinas Luar
Provinsi Papua Barat pp (Ekonomi)
        Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -
Jakarta pp

33 x 1 Orang / PP Kegiatan 6.000.000,00 0 % Rp.
198.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah
        Spesifikasi : Uang Taksi dan Transportasi
Darat Provinsi D.K.I J...

33 x 1 Orang / PP Kegiatan 512.000,00 0 % Rp. 16.896.000,00

[ - ] 36 Orang x 5 Hari Rp. 95.400.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah
        Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Provinsi
D.K.I Jakarta

36 x 5 Orang Hari 530.000,00 0 % Rp. 95.400.000,00

Jumlah : Rp.
700.296.000,00

Provinsi Papua Barat,..............................
 Kepala SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

FERDINAND PIHWI, S.Sos, M.Si
NIP. 197302222001111001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong


